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Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(15 - 29 Maret 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

KOMISI I

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | RUU tentang RDPU Komisi I DPR RI 023, Dalam rangka untuk
PERUBAHAN KEDUA dengan LSM, diantaranya: mendapatkan masukan
ATAS UNDANG-UNDANG | 1. Asosiasi Fintech Indonesia terhadap RUU tentang
NOMOR 11 TAHUN (AFTECH); Perubahan Kedua atas
2008 TENTANG 2.Amnesty International; Undang-Undang Nomor 11
INFORMASI DAN 3. SAFEnet; dan Tahun 2008 tentang Informasi
TRANSAKSI 4. AJI (Aliansi Jurnalis dan Transaksi Elektronik (ITE).
ELEKTRONIK (ITE) Independen).
Tanggal 27 Maret 2023.
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN
KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. BIN 1) BINDA KEPULAUAN Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke:

RIAU 1)
2) BINDA LAMPUNG

Provinsi Kepulauan Riau (Batam), dalam

rangka mengetahui:

a. Deteksi dini dan cegah dini tahapan
pelaksanaan Pileg & Pilpres 2024 di
Provinsi Kepri;

Tanggal 16 — 18 Maret
2023.
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(15 — 29 Maret 2023)

KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN

b. Deteksi dini dan cegah dini atas
pengesahan ratifikasi perjanjian
ekstradisi antara Pemerintah
Indonesia dan Singapura; dan

c. Deteksi dini dan cegah dini situasi
terkini di Provinsi Kepri.

2) Provinsi Lampung, dalam rangka
mengetahui:

a. Deteksi dini dan cegah dini tahapan
pelaksanaan Pileg & Pilpres 2024 di
Provinsi Lampung;

b. Deteksi dini dan cegah dini terhadap
intoleransi, paham radikalisme, dan
kegiatan terorisme di Provinsi
Lampung; dan

c. Deteksi dini dan cegah dini situasi
terkini di Provinsi Lampung.

2. KEMENTERIAN | Tanggal 28 Maret 2023. RDP Panja BUMNIP dengan Dirjen Renhan
PERTAHANAN Kemhan, Asrenum Panglima TNI, Asrena
DAN TNI KASAD, Asrena KASAL, dan Asrena KASAU

dalam rangka mengetahui:

1.

Kebijakan strategis Indhan yang mampu
menciptakan iklim kondusif bagi
pengembangan Indhan nasional;

. Kinerja holding BUMN Indhan untuk

kepentingan bangsa dan negara;
Urgensi revitalisasi Indhan menuju
Indhan yang unggul dan yang berdaya
saing;
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KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
4. Tinjauan Indhan dari sisi SWOT dan/atau
SWOC; dan
5. Pendanaan untuk biaya investasi Indhan
yang berdaya saing.
3. BSSN Tanggal 29 Maret 2023. Rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Kepala

BSSN dalam rangka mengetahui:

1. Situasi keamanan siber Indonesia pada
setiap tahapan Pemilu 2024;

2. Maturitas keamanan siber (cyber security
maturity) pada K/L; dan

3. Peran negara dalam ruang siber.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

KOMISI II

UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN
2022 TENTANG
PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM
MENJADI UNDANG-
UNDANG

& peninjauan.

Hari Rabu, 15
Maret 2023.

penjelasan Pemerintah
terhadap RUU Perppu
tentang Pemilu, pandangan
DPR RI terhadap RUU
Perppu tentang Pemilu,
penyerahan RUU Perppu
tentang Pemilu, dan
pembentukan Panja.

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

1. | RUU tentang a. Penyusunan Rapat Kerja Tingkat I . Komisi II DPR RI telah mendengarkan
PENETAPAN b. Pembahasan Komisi IT DPR RI dengan penjelasan dari Menteri Dalam Negeri RI
PERATURAN c. Harmonisasi; | Menteri Dalam Negeri RI, terhadap RUU tentang Penetapan
PEMERINTAH d. Prolegnas; dan Menteri Hukum dan Peraturan Pemerintah Pengganti
PENGGANTI e. Pemantauan HAM RI, dengan agenda

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum Menjadi Undang-
Undang.

. Pemerintah menyerahkan RUU tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang.

. Komisi II DPR RI menyetujui

pembentukan Panja Pembahasan RUU
tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
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SELATAN, JAWA
BARAT, JAWA
TENGAH, JAWA
TIMUR, MALUKU,

& peninjauan.

Selatan, Jawa Barat, dan
Jawa Tengah, serta tanggal
17-19 Maret 2023 ke
Provinsi Bali.

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Menjadi Undang-Undang.

2. | RUU tentang a. Penyusunan Rapat Kerja Tingkat 1 ke-2 | Komisi II DPR RI bersama dengan
PENETAPAN b. Pembahasan | Komisi II DPR RI dengan Pemerintah menyetujui dan
PERATURAN c. Harmonisasi; | Menteri Dalam Negeri RI menandatangani Rancangan Undang-
PEMERINTAH d. Prolegnas; dan Menteri Hukum dan Undang tentang Penetapan Peraturan
PENGGANTI e. Pemar'lta}uan HAM RI, dengan agendg Pemerintah Pengganti Undang-Undang
UNDANG-UNDANG & peninjauan. | pengantar Ketua Komisi II, Tahun 2022 tentane Perubahan
NOMOR 1 TAHUN laporan Panja, Nomor 1 Tahun g
2022 TENTANG Hari Rabu, 15 penyampaian Pendapat Atas Undang—Undgr}g Nomor 7 Tahu'n )
PERUBAHAN ATAS | Maret 2023. Akhir Fraksi-Fraksi 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
UNDANG-UNDANG terhadap RUU Perppu Undang-Undang.

NOMOR 7 TAHUN tentang Pemilu, dan
2017 TENTANG pengambilan keputusan
PEMILIHAN UMUM menerima atau menolak
MENJADI UNDANG- terhadap RUU Perppu
UNDANG tentang Pemilu.

3. | 8 (delapan) RUU a. Penyusunan Kunjungan Kerja Panja Mendapapatkan masukan terhadap
tentang PROVINSI |b. Pembahasan Pembahasan 8 (delapan) pembahasan RUU tentang Provinsi.
(SUMATERA c. Harmonisasi; | RUU tentang Provinsi pada
UTARA, d. Prolegnas; tanggal 16 — 18 Maret 2023
SUMATERA e. Pemantauan ke Provinsi Sumatera
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& peninjauan.

Hari Selasa, 21
Maret 2023.

(delapan) RUU tentang
Provinsi (Sumatera Utara,
Sumatera Selatan, Jawa
Barat, Jawa Tengah, Jawa
Timur, Maluku, Kalimantan
Tengah, dan Bali).

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
4. | KALIMANTAN a. Penyusunan Rapat Dengar Pendapat 1. Panja Pembahasan 8 (delapan) RUU
TENGAH, DAN b. Pembahasan Panja Pembahasan 8 tentang Provinsi Komisi II DPR RI
BALI) c. Harmonisasi; | (delapan) RUU tentang bersama dengan DPD RI dan Pemerintah
d. Prolegnas; Provinsi Komisi II DPR RI, menyepakati pembahasan DIM 7 (tujuh)
€. Pemax}te}uan dengan agenda membahas RUU tentang Provinsi, yaitu Sumatera
& peninjauan. | DIM 8 (delapan) RUU
tentang Provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Sela‘.can, Jawa Barat,
Hari Senin, 20 Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, dan
Maret 2023. Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, akan dibahas pada
Jawa Timur, Maluku, rapat tim sinkronisasi.
Kalimantan Tengah, dan 2. Panja Pembahasan 8 (delapan) RUU
Bali). tentang Provinsi Komisi II DPR RI
bersama dengan DPD RI dan Pemerintah
menyepakati DIM RUU tentang Provinsi
Bali nomor 1 — 4. Sementara nomor 5
dan seterusnya akan dibahas pada rapat
tim sinkronisasi.
5. a. Penyusunan Rapat Timus/Timsin Pembahasan DIM 8 (delapan) RUU
b. Pembahasan Pembahasan 8 (delapan) tentang Provinsi.
c. Harmonisasi; | RUU tentang Provinsi
d. Prolegnas; Komisi II DPR RI, dengan
e. Pemantauan agenda membahas DIM 8
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& peninjauan.

Hari Senin, 27
Maret 2023.

Utara, Gubernur Jawa
Timur, Gubernur Maluku,
Gubernur Kalimantan
Tengah, dan Gubernur Bali,
dengan agenda
Mendapatkan masukan
terkait materi pembahasan
RUU tentang Provinsi
(Sumatera Utara, Jawa
Timur, Maluku, Kalimantan
Tengah, dan Bali).

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
6. a. Penyusunan Rapat Dengar Pendapat 1. Provinsi Sumatera Utara
b. Pembahasan Umum Panja Pembahasan Perubahan redaksional pada Pasal 3
c. Harmonisasi; | 8 (delapan) RUU tentang terkait Kota Tanjungbalai menjadi “Kota
d. Prolegnas; Provinsi Komisi II DPR RI Tanjungbalai” dan Kota Padang
e. Pemantauan dengan Gubernur Sumatera Sidempuan menjadi “Kota

Padangsidimpuan.”
2. Provinsi Jawa Timur
e Perubahan substansi tanggal
pembentukan provinsi menjadi
tanggal 12 Oktober 1945 berdasarkan
Perda No. 6 Tahun 2007 tentang Hari
Jadi Provinsi Jawa Timur;

e Penambahan substansi pada Pasal 5
huruf a dan huruf b yaitu
penambahan kata “laut” dan “hutan.”

3. Provinsi Maluku

e Perubahan redaksional pada
ketentuan menimbang huruf a dan
huruf b yaitu penambahan kata
“Maluku” dan “Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dengan
memperhatikan karakteristik dan
kekhususan wilayah Provinsi
Maluku.”

e Penambahan substansi satu ayat
pada Pasal 3 yaitu Pasal 3 ayat (2)
yaitu:

“Daerah kabupaten/ kota
sebagaimana yang dimaksud pada
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NO

JUDUL RUU

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

ayat (1) terdiri atas kecamatan dan
kecamatan terdiri atas desa,
kelurahan, dan/ atau negeri,
ratshap/ohoirat, ohoi/ finua/ fano
atau sebutan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan
yang berlaku”.

Penambahan substansi pada Pasal 5
huruf b yaitu:

“Secara khusus yaitu, kawasan
perairan laut dan pulau-pulau kecil,
serta kawasan perbatasan negara
dan pulau-pulau kecil terluar”.
Perubahan redaksional dan
penambahan substansi pada Pasal 5
huruf ¢ dan huruf d yaitu:

c) potensi sumber daya alam berupa
kelautan dan perikanan sebagai
lumbung ikan nasional, pertanian
terutama perkebunan rempah dan
perkebunan lainnya, kehutanan,
pertambangan, energi dan sumber
daya mineral, pariwisata,
perdagangan, dan sumber daya
alam lainnya yang berbasis
kearifan lokal;

d) suku bangsa dan budaya terdiri
dart keragaman suku, kekayaan
sejarah, bahasa, kesenian, kesatuan
masyarakat hukum adat, ritual,
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NO

JUDUL RUU

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

upacara adat, situs budaya, dan
kearifan lokal yang menunjukkan
karakter religius dan berbudaya
sekaligus menjunjung tinggi adat
istiadat masyarakat dan kelestarian
lingkungan.

Penambahan substansi penjelasan
pada bagian umum dalam paragraf 4
(empat).

4. Provinsi Kalimantan Tengah

Perubahan redaksional pada Pasal
4 terkait penulisan nama ibukota
Palangka Raya ditulis dengan
dipisah;

Perubahan tanggal pembentukan
provinsi menjadi tanggal 23 Mei
1957 berdasarkan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957
tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Propinsi Kalimantan
Tengah dan Perubahan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah-
daerah Swatantra Provinsi
Kalimantan Barat; Kalimantan
Selatan; dan Kalimantan Timur;
Penambahan substansi pada Pasal
5 huruf b yaitu penambahan kata
pertanian,;
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& peninjauan.

Hari Rabu, 29
Maret 2023.

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
e Perubahan redaksional pada Pasal
3 terkait cakupan wilayah yang
disesuaikan berdasarkan UU
pembentukannya.
7. | 8 (delapan) RUU a. Penyusunan Rapat Dengar Pendapat 1. Pembahasan DIM 8 (delapan) RUU
tentang Provinsi b. Pembahasan Panja Pembahasan 8 tentang Provinsi.
(Sumatera Utara, c. Harmonisasi; | (delapan) RUU tentang 2. Finalisasi Draf RUU.
Sumatera Selatan, | d. Prolegnas; Provinsi Komisi IT DPR RI,
Jawa Barat, Jawa e. Pemantauan dengan agenda membahas
Tengah, Jawa & peninjauan. | DIM 8 (delapan) RUU
Timur, Maluku, tentang Provinsi (Sumatera
Kalimantan Hari Selasa, 28 Utara, Sumatera Selatan,
Tengah, dan Bali) Maret 2023. Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Maluku,
Kalimantan Tengah, dan
Bali).
8. a. Penyusunan Rapat Kerja Tingkat 1 ke -2 | Komisi II DPR RI bersama dengan DPD RI
b. Pembahasan Komisi II DPR RI dengan dan Pemerintah menyetujul dan
c. Harmonisasi; | Pimpinan Komite I DPD RI, menandatangani draf 8 (delapan)
d. Prolegnas; Menteri Dalam Negeri RI, Rancangan Undang-Undang tentang
e. Pemantauan Menteri PPN/Bappenas RI,

Menteri Hukum dan HAM
RI, dan Menteri Keuangan
RI, dengan agenda
pengantar ketua rapat,
laporan Panja 8 (delapan)
RUU tentang Provinsi
(Provinsi Sumatera Utara,
Provinsi Sumatera Selatan,
Provinsi Jawa Barat,

Provinsi Sumatera Utara, Provinsi
Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat,
Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa
Timur, Provinsi Maluku, Provinsi
Kalimantan Tengah, dan Provinsi Bali.

10
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NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

Provinsi Jawa Tengah,
Provinsi Jawa Timur,
Provinsi Maluku, Provinsi
Kalimantan Tengah, dan
Provinsi Bali) ke Raker
Tingkat 1, penyampaian
Pendapat Akhir Mini
Fraksi-Fraksi, DPD RI, dan
Pemerintah, serta
pengambilan keputusan
dan penandatanganan Draf
8 (delapan) RUU tentang

Provinsi.
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN
KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | KPU RI, Bawaslu RI, | a. Pelaksanaan Rapat Kerja/Rapat 1. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri
dan DKPP RI undang- Dengar Pendapat Komisi Jakarta Pusat Nomor
undang; II DPR RI dengan Ketua 757/Pdt.G/2022 /PN Jkt.Pst yang
b. Pelaksanaan Komisi Pemilihan Umum mengabulkan gugatan Partai PRIMA
keuangan RI, Anggota Badan terhadap Komisi Pemilihan Umum
negara; Pengawas Pemilu RI, Republik Indonesia (KPU RI), yang pada
dan/atau dan Ketua Dewan amar putusan angka 5 menyatakan
c. Kebijakan Kehormatan “Menghukum Tergugat untuk tidak
pemerintah. Penyelenggara Pemilu melaksanakan sisa tahapan Pemilihan
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(15 — 29 Maret 2023)

KEMENTERIAN/

NO LEMBAGA

OBJEK
PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Hari Rabu, 15
Maret 2023.

RI, dengan agenda
tindak lanjut putusan
Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat terkait
Perkara Nomor

757 /Pdt.G/2022 /PN
Jkt.Pst tentang
Penundaan Pelaksanaan
Pemilihan Umum Tahun
2024.

Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan
dan melaksanakan tahapan Pemilihan
Umum dari awal selama lebih kurang 2
(dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh)
hari”; Komisi II DPR RI bersama dengan
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia (BAWASLU RI) dan
Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum Republik Indonesia
(DKPP RI) mendukung langkah KPU RI
untuk menempuh upaya Hukum
Banding ke Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat secara sungguh-
sungguh.

. Komisi IT DPR RI Bersama KPU RI,

BAWASLU RI dan DKPP RI mengambil
sikap untuk tetap melanjutkan tahapan
Pemilu tahun 2024 sesuai yang
diamanatkan oleh UUD 1945, Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, dan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perppu) Nomor 1 tahun 2022 sebagai
perubahan atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Terkait dengan itu, Komisi II DPR RI
meminta agar seluruh jajaran
penyelenggara Pemilu, KPU dan
BAWASLU untuk tetap melaksanakan

12
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KEMENTERIAN/ OBJEK

NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
tahapan Pemilu tahun 2024, dan
mengajak seluruh masyarakat untuk
mendukung serta ikut berpartisipasi
aktif guna menyukseskan Pemilu tahun
2024.

2. | Kementerian Dalam | a. Pelaksanaan Rapat Kerja/Rapat . Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan

Negeri RI, Pimpinan
DPR Papua,
Pimpinan DPR
Papua Barat, Plh.
Gubernur Provinsi
Papua, Pj. Gubernur
Provinsi Papua
Selatan, Pj.
Gubernur Provinsi
Papua Tengah, Pj.
Gubernur Provinsi
Papua Pegunungan,
Pj. Gubernur
Provinsi Papua
Barat, dan Pj.
Gubernur Provinsi
Papua Barat Daya

undang-
undang;

b. Pelaksanaan
keuangan
negara;
dan/atau

c. Kebijakan
pemerintah.

Hari Senin, 20
Maret 2023.

Dengar Pendapat Komisi
II DPR RI dengan
Menteri Dalam Negeri
RI, Pimpinan DPR
Papua, Pimpinan DPR
Papua Barat, Plh.
Gubernur Provinsi
Papua, Pj. Gubernur
Provinsi Papua Selatan,
Pj. Gubernur Provinsi
Papua Tengah, Pj.
Gubernur Provinsi
Papua Pegunungan, Pj.
Gubernur Provinsi
Papua Barat, dan Pj.
Gubernur Provinsi
Papua Barat Daya,
dengan agenda terkait
pembentukan Daerah
Otonomi Baru (DOB)
Kabupaten/Kota di
Papua.

tugas, hak dan kewajiban Anggota DPR
Papua (DPRP) dan DPR Papua Barat
(DPRPB) sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua, Komisi II DPR RI meminta
Menteri Dalam Negeri untuk segera
menerbitkan peraturan yang mengatur
tentang tanggung jawab kerja, kewajiban
dan termasuk hak keuangan bagi DPRP
dan DPRPB sisa masa jabatan 2019-
2024 yang berasal dari daerah pemilihan
yang wilayahnya masuk dalam wilayah
daerah pemekaran 4 (empat) daerah
Provinsi DOB di Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat sampai masa habis
jabatan Anggota DPR Provinsi
sebagaimana diatur dalam Undang-
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Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(15 — 29 Maret 2023)

NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK
PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum.

2. Guna mengawal proses implementasi
pembentukan 4 (empat) Daerah Provinsi
Otonom Baru termasuk terbentuknya
organisasi Pemerintahan Daerah serta
terselenggaranya Pemerintahan secara
baik, Komisi II DPR RI membentuk
Panitia Kerja (Panja) tentang Evaluasi
Pembentukan dan Penyelenggaraan
Pemerintahan di 4 (empat) Daerah
Provinsi Otonom Baru di Tanah Papua.

Kemendagri, KPU
RI, Bawaslu RI, dan
DKPP RI

a. Pelaksanaan
undang-
undang;

b. Pelaksanaan
keuangan
negara,;
dan/atau

c. Kebijakan
pemerintah.

Hari Senin, 27
Maret 2023.

Rapat Kerja/Rapat
Dengar Pendapat Komisi
II DPR RI dengan Ketua
Komisi Pemilihan Umum
RI, Anggota Badan
Pengawas Pemilu RI, dan
Ketua Dewan
Kehormatan
Penyelenggara Pemilu RI,
dengan agenda
Penjelasan putusan
Bawaslu terkait
penanganan dugaan
pelanggaran administrasi
Pemilu 2024.

Rapat akan dilanjut Kembali pada rapat
selanjutnya.
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Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(15 - 29 Maret 2023)

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI III

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. Penyusunan -—- Komisi IIT DPR RI masih menunggu RUU Usul Inisiatif Komisi
RUU tentang PENYADAPAN draf RUU tentang Penyadapan yang III DPR RI.
masih disusun oleh Tim Badan
Keahlian DPR RI.
2. Penyusunan -- Tim Badan Keahlian DPR RI masih Amanat Pasal 43J UU
Rancangan Peraturan DPR memperbaiki Rancangan Peraturan Nomor 5 Tahun 2018
RI tentang Pembentukan DPR RI tentang TPPT berdasarkan tentang Penetapan
Tim Pengawas masukan Komisi III tanggal 31 Peraturan Pemerintah
Pemberantasan Terorisme Januari 2023. Pengganti Undang-Undang
(TPPT) Nomor 1 Tahun 2002
tentang Pemberantasan
Tindak Pdana Terorisme.
3. Pembahasan Rapat Intern | Berdasarkan Keputusan Rapat Intern
RUU tentang HUKUM Komisi III Komisi IIT DPR RI tanggal 15 Maret
ACARA PERDATA DPR RI 2023, bahwa Komisi III masih
(selanjutnya disebut tanggal 15 menunggu kesiapan Pemerintah
dengan Maret 2023. | dalam melakukan Pembahasan RUU
RUU tentang HAPER) tentang Haper.
4. Pembahasan Rapat Intern | Berdasarkan Keputusan Rapat Intern
RUU tentang PERUBAHAN | Komisi III tanggal 15 Maret 2023 dan mengacu
KEDUA ATAS UU NOMOR tanggal 15 pada Laporan Panja dalam Rapat
35 TAHUN 2009 TENTANG | Maret 2023. Intern tanggal 9 Februari 2023,
NARKOTIKA Komisi III masih menunggu kesiapan
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Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(15 — 29 Maret 2023)

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
(selanjutnya disebut Pemerintah dalam penyusunan draf
dengan RUU tentang Narkotika yang
RUU tentang NARKOTIKA) menggabungkan UU Psikotropika
dan draf RUU Narkotika.
5. Pembahasan Rapat Intern | Sesuai dengan Keputusan Rapat

RUU tentang Perubahan
Keempat atas UU Nomor 24
Tahun 2003 tentang
MAHKAMAH KONSTITUSI
(selanjutnya disebut
dengan

RUU tentang MAHKAMAH
KONSTITUSI)

Komisi III
tanggal 15
Maret 2023.

Rapat Intern
Panja tanggal
30 Maret
2023, pukul.
10.00 WIB.

RDPU
tanggal 30
Maret 2023,
pukul. 14.00
WIB.

Intern Komisi III tanggal 15 Maret
2023, Panja akan melaksanakan
pembahasan DIM dengan
Pemerintah, tetapi sebelum itu Panja
akan melakukan Rapat Intern guna
membahas rencana kerja
pembahasan RUU tentang
Mahkamah Konstitusi dengan
Pemerintah.

Rapat Intern Panja RUU tentang
Mahkamah Konstitusi dilaksanakan
tanggal 30 Maret 2023 membahas
mengenai Rencana kerja
Pembahasan DIM dengan
Pemerintah.

RDPU dengan Prof. Jimly Assidiqie,
DR. Hamdan Zoelva, dan DR.
Maruarar Siahaan, guna
mendapatkan masukan terkait
dengan RUU tentang Mahkamah
Konstitusi.
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Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(15 — 29 Maret 2023)

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

KEMENTERIAN/

OBJEK

Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK)

mencurigakan di
K/L.

Raker tanggal
21 Maret 2023,
pukul 15.00 WIB.

Keamanan, dan Kepala Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
dilaksanakan tanggal 21 Maret 2023 dipimpin
oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. H.
Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom.

Kesimpulan Rapat:

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala
PPATK akan dilanjutkan kembali pada tanggal 11
April 2023.

NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Perkumpulan Membahas: RDPU Komisi III DPR RI dengan Perkumpulan
Peternak Lebah Korban investasi Peternak Lebah Klanceng Nasional (PPLKN)
Klanceng Nasional budidaya ternak dilaksanakan tanggal 16 Maret 2023 dipimpin
lebah Klanceng di oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp H. Ahmad
PT Mahakarya Sahroni, S.E., M.I.Kom.
Berkah Madani
(MBM).
RDPU tanggal
16 Maret 2023.
2. | Kepala Pusat Membahas: Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri
Pelaporan dan Transaksi Koordinator Bidang Politik Hukum dan
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Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(15 — 29 Maret 2023)

KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
3. | Menteri Hukum dan | Membahas: Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan

Ham RI

1. Rencana dan
Target Kinerja
Kemenkumham
Tahun 2023.

2. Peningkatan
Kualitas dan
Profesionalitas
Kerja.

Raker tanggal
29 Maret 2023,
pukul 11.00 WIB.

Menkumham dilaksanakan tanggal 29 Maret
2023 dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI, Bp
Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A.

Kesimpulan Rapat:

1.

Komisi III DPR RI meminta Menteri Hukum
dan HAM RI dan seluruh jajarannya untuk
meningkatkan kinerja dalam pencapaian
target dan pelaksanaan program kerja di
tahun 2023, serta terus meningkatkan
transformasi pelayanan publik yang
mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

. Komisi III DPR RI dan Menteri Hukum dan

HAM RI bersepakat untuk melakukan
percepatan pembahasan dan penyelesaian
Rancangan Undang-Undang, terutama
terhadap RUU tentang Narkotika untuk dapat
mendukung reformasi sistem peradilan
pidana terpadu.

. Komisi III DPR RI meminta Menteri Hukum

dan HAM RI untuk mengoptimalkan
implementasi UU Pemasyarakatan dan
membuat desain besar (masterplan) strategi
penyelesaian over-populasi yang terjadi di
berbagai Lembaga Pemasyarakatan serta
diserahkan kepada Komisi III DPR RI.

. Komisi III DPR RI meminta Menteri Hukum

dan HAM RI untuk meningkatkan fungsi
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Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(15 — 29 Maret 2023)

KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
pengawasan terhadap orang asing dan
melakukan pencegahan pelanggaran
keimigrasian secara ketat dan kolaboratif
bersama seluruh pihak terkait sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
4. | Komite Koordinasi Membahas: RDPU Komisi III DPR RI dengan Ketua Tim
Nasional Informasi LHA Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang
Pencegahan dan PPATK atas (TPPU) beserta jajaran dilaksanakan pada tanggal
Pemberantasan permasalahan di 29 Maret 2023 dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi
Tindak Pidana Kemenkeu. III DPR RI, Bp. H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom.
Pencucian Uang
(TPPU) RDPU tanggal
29 Maret 2023,
pukul 15.00 WIB.
D. TUGAS KHUSUS
NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Permohonan Raker tanggal 1. Surat Presiden Nomor R- Permohonan
Pertimbangan 20 Maret 2023. 08/Pres/02/2023, R-09/Pres/02/2023, | Kewarganegaraan RI
Pemberian R-10/Pres/02/2023, dan R- atas nama:

Kewarganegaraan RI

13/Pres/02/2023 tertanggal 20 dan 22
Februari 2023 hal: Permohonan
Pertimbangan Pemberian
Kewarganegaraan Republik Indonesia
atas nama Sdr. Justin Quincy Hubner,
Sdr. Ivar Jenner, Sdr. Rafael William

a. Justin Quincy
Hubner (WN
Belanda/Atlet sepak
bola);

b. Ivar Jenner (WN
Belanda/Atlet sepak
bola);
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Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023

(15 — 29 Maret 2023)

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
Struick, dan Sdr. Jerome Anthony Beane | c. Rafael William
Jr. Struick (WN

. Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti

Rapat Bamus tanggal 14 Maret 2023,
yang dituangkan dalam surat Pimpinan
DPR RI Nomor T/238/PW.02/03/2023
tertanggal 16 Maret 2023 menugaskan
bahwa "Pembahasan tentang
pertimbangan Permohonan
Kewarganegaraan RI atas nama Sdr.
Justin Quincy Hubner, Sdr. Ivar Jenner,
Sdr. Rafael William Struick, dan Sdr.
Jerome Anthony Beane Jr. diserahkan
kepada Komisi III DPR RI dan Komisi X
DPR RI”.

. Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan

Menkumham dan Menpora
dilaksanakan tanggal 20 Maret 2023
dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III
DPR RI, Bp Ir. Pangeran Khairul Saleh,
M.M.

Kesimpulan Rapat:

Komisi III DPR RI menyetujui untuk
memberikan Kewarganegaraan Republik
Indonesia kepada Justin Quincy Hubner,
Ivar Jenner, Rafael William Struick, dan
Jerome Anthony Beane Jr, untuk
selanjutnya segera disahkan dalam
Rapat Paripurna dan diproses sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Belanda/Atlet sepak
bola);

d. Jerome Anthony
Beane Jr (WN
Amerika
Serikat/Atlet
Basket).
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Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(15 — 29 Maret 2023)

NO

PIHAK

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

2.

Calon Hakim Agung
dan Hakim Ad Hoc
pada Mahkamah Agung
RI Tahun 2022/2023

Calon Hakim Agung :

1. Sukri Sulumin, S.H.,
M.H. (Kamar
Pidana);

2. Annas Mustaqim,
S.H., M.Hum.
(Kamar Pidana);

3. Dr. Lucas Prakoso,
S.H., M.Hum.
(Kamar Perdata);

4. Dr. H. Imron
Rosyadi, S.H., M.H.
(Kamar Agamal);

5. Hj. Lulik Tri
Cahyaningrum,
S.H., M.H. (Kamar
TUN);

6. Dr. Triyono
Martanto, S.H., S.E.,
Ak., CA., M.M.,
M.Hum. (Kamar TUN
Khusus Pajak).

Rapat Intern
Komisi III tanggal
15 Maret 2023.

RDP tanggal 21
Maret 2023,

pukul. 13.00 WIB.

Tanggal 21 Maret
2023, pukul
14.00 WIB.

Sesuai Keputusan Rapat Intern Komisi I1I
tanggal 15 Maret 2023, bahwa Komisi III
akan melaksanakan pembahasan
pemberian persetujuan terhadap Calon
Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM
pada Mahkamah Agung dengan beberapa
kegiatan akan mengundang Komisioner
Komisi Yudisial selaku Panitia Seleksi
perekrutan Calin Hakim Agung dan Hakim
Ad Hoc pada Mahkamah Agung,
Pengambilan Nomor Urut dan pembuatan
makalah para Calon, publikasi, setelah itu
baru pelaksanaan uji kelayakan (fit and
proper test) 6 orang Calon Hakim Agung
dan 3 orang Calon Hakim Ad Hoc HAM
pada Mahkamah Agung, dan terakhir rapat
pleno guna pengambilan keputusan.

RDP Komisi III dengan Komisi Yudisial
selaku Panitia Seleksi perekrutan Calon
Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM
tanggal 21 Maret 2023, membahas
Mekanisme penseleksian Calon Hakim
Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada
Mahkamah Agung RI.

Pengambilan Nomor Urut dan pembuatan
Makalah para Calon Hakim Agung
dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2023.

Berdasarkan
Penugasan Rapat
Konsultasi Pengganti

Rapat Bamus tanggal 7

Februari 2023.
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Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(15 — 29 Maret 2023)

NO

PIHAK

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Calon Hakim Ad Hoc

HAM pada Mahkamah

Agung :

1. Harnoto, S.H.;

2. Heppy Wajongkere,
S.H.;

3. M. Fatan Riyadhi,
S.H., M.H..

Uji Kelayakan
tanggal 27 - 28
Maret 2023.

Rapat Pleno
tanggal 28 Maret
2023, pukul.
19.00 WIB.

Uji Kelayakan (fit and proper test) Calon
Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM
dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa
tanggal 27 — 28 Maret 2023 berdasarkan
nomor urut Calon.

Rapat Pleno guna pengambilan Keputusan
dilaksanakan setelah uji kelayakan 9 orang
Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc
HAM.

Keputusan Rapat Pleno:

Berdasarkan pendapat dan pandangan dari

9 (sembilan) fraksi yang ada di Komisi III

DPR RI, maka Komisi III DPR RI

menyetujui 3 (tiga) orang Calon Hakim

Agung, yaitu:

1. Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.,
sebagai Hakim Agung pada Kamar
Perdata;

2. Dr. Imron Rosyadi, S.H., M.H., sebagai
Hakim Agung pada Kamar Agama; dan

3. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.,
sebagai Hakim Agung pada Kamar Tata
Usaha Negara.
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Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(15 - 29 Maret 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

KOMISI IV

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | RUU tentang Konservasi Rapat Internal Panitia Kerja Melakukan Pendalaman Daftar Pembahasan
Sumber Daya Alam Hayati Komisi IV DPR RI. Inventarisasi Masalah (DIM) Tk. I RUU.
dan Ekosistemnya Usulan Pemerintah atas RUU
15 Maret 2023. tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya.
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN
NO KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Menteri Pertanian Rapat Kerja tanggal 27 Membahas:
Menghadirkan Dirut Perum Maret 2023. 1. ﬁutomatlc?d}]lustn;(e)gg'
BULOG, Dirut PT RNI/ Holding ) T?%faéin a tuI? 2495
Pangan ID FOOD, dan Dirut PT : Kler;j:' da‘;nju unjungan
Pupuk Indonesia (Persero). 3. Isu-isu Aktual lainnya.
2. | Menteri Lingkungan Hidup dan | Rapat Kerja tanggal 28 Membahas:
Kehutanan Maret 2023. 1. Automatic Adjustment
Menghadirkan Kepala Badan Anggaran Tahun 2023;
Restorasi Gambut dan Mangrove,
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Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(15 — 29 Maret 2023)

Menghadirkan PT Perikanan
Indonesia dan PT Garam (Persero).

Maret 2023.

1. Automatic Adjustment
Anggaran Tahun 2023;

2. Tindak Lanjut Kunjungan
Kerja; dan

3. Isu-isu Aktual lainnya.

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
Dirut Perum Perhutani dan Dirut 2. Tindak Lanjut Kunjungan
PT Inhutani I dan Dirut PT Kerja; dan
Inhutani V. 3. Isu-isu Aktual lainnya.
3. | Menteri Kelautan dan Perikanan | Rapat Kerja tanggal 29 Membahas:
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Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(15 - 29 Maret 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI V

. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

OBJEK
NO KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | INDUK KOPERASI TENAGA RDPU Membahas antara lain sinkronisasi
KERJA BONGKAR MUAT dilaksanakan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan
pada Rabu, 15 | dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7
Maret 2023. Tahun 2021 tentang Kemudahan
Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. | KEMENTERIAN PUPR: Kunjungan 1. Desa Bojong Kulur, Kab. Bogor Prov.
e Ditjen Bina Marga Spesifik Jawa Barat, Peninjauan Bumdes Teladan
dilaksanakan Mandiri (Kementerian PDT dan
KEMENTERIAN DESA PDT & | pada tanggal Transmigrasi).
TRANSMIGRASI. 16-18 Maret 2. Kota Bandung, Preservasi Jalan
2023. Padalarang-Soreang (Bina Marga).
3. | KEMENTERIAN PUPR Kunjungan Kab. Cianjur, Rehabilitasi pasca gempa
* Ditjen Bina Marga Spesifik (Cipta Karya, Bina Marga dan Perumahan).
e Ditjen Cipta Karya dilaksanakan
¢ Ditjen Perumahan pada tanggal 20
Maret 2023.
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Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(15 — 29 Maret 2023)

Pembangunan Daerah
3. KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN
e Dirjen Perhubungan
Darat
4. KEMENTERIAN PUPR
e Ditjen Bina Marga

OBJEK
NO KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
4. | KEMENTERIAN PUPR RDP 1. Membahas mengenai permasalahan RDP dengan
e Kepala BPJT dilaksanakan pengelolaan jalan tol,; menghadirkan
pada Selasa, 28 | 2. Lain -lain Perusahaan
Maret 2023. Operator Jalan
Tol Seluruh
Indonesia.
5. | 1. GUBERNUR JAMBI. RDP Membahas mengenai Jalan Nasional
2. KEMENTERIAN DALAM dilaksanakan Provinsi Jambi yang dilalui angkutan
NEGERI pada , Rabu, 29 | batubara.
e Dirjen Bina Maret 2023.
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Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(15 — 29 Maret 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI VI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. --- Rapat Pimpinan dan Rapat Intern | Membahas dan Menetapkan Program
Kerja Masa Sidang IV Tahun Sidang
2022-2023.

2. | RUU tentang Rapat Dengar Pendapat dengan Paparan Kepala Badan atas Naskah
PERLINDUNGAN Kepala BKD DPR RI. Akademik dan RUU tentang
KONSUMEN Perlindungan Konsumen.

3. Rapat Intern. Pembentukan Panja RUU tentang

Perlindungan Konsumen.

4. Rapat Intern Panja Perlindungan | Pembahasan mengenai :

Konsumen Komisi VI DPR RI. 1. Penetapan Program Kerja Panja

Perlindungan Konsumen;
2. lain-lain.

5. Rapat Dengar Pendapat Panja Masukan terhadap Naskah Akademik
RUU tentang Perlindungan dan RUU tentang Perlindungan
Konsumen dengan Dirjen Konsumen.

Perlindungan Konsumen dan
Tertib Niaga.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN



Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(15 - 29 Maret 2023)

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | PT Pertamina (Persero) a. Pelaksanaan undang-undang; | Pembahasan mengenai
b. Pelaksanaan keuangan tindak lanjut hasil RDP
negara; Komisi VI DPR RI.
c. Kebijakan pemerintah.
Tanggal 31 Januari 2023.
2. | Perdagangan RI a. Pelaksanaan undang-undang; |1. Permasalahan kenaikan
b. Pelaksanaan keuangan harga minyak goreng dan
negara; kelangkaan minyak kita;
c. Kebijakan pemerintah. 2. Pembahasan terkait
dengan harga komoditas
dan kesiapan kementerian
perdagangan dalam
stabilisasi harga dan
pasokan barang
kebutuhan pokok
menjelang Ramadhan dan
Idul Fitri.
3. | BUMN RI a. Pelaksanaan undang-undang; | 1. Progres Penanganan
b. Pelaksanaan keuangan Plumpang;
negara; 2. Progress rencana program
c. Kebijakan pemerintah. BUMN Tahun 2023;
3. Lain-lain.
4. | PT Sarinah a. Pelaksanaan undang-undang; |Pembahasan mengenai tata
b. Pelaksanaan keuangan kelola perusahaan dan
negara; kinerja Tahun 2022.
c. Kebijakan pemerintah.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN




Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(15 - 29 Maret 2023)

negara,;

Korporasi Tahun 2022;

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
5. | PT Kereta Api Indonesia a. Pelaksanaan undang-undang; |1. Pembahasan rencana
(Persero) (KAI) b. Pelaksanaan keuangan impor Kereta Rel Listrik
negara; (KRL) bekas dari Jepang
c. Kebijakan pemerintah. oleh PT. Kereta Commuter
Indonesia / KCI;
2. Lain — lain.
6 | PT Kereta Commuter a. Pelaksanaan undang-undang; | 1. Pembahasan rencana
Indonesia (KCI) b. Pelaksanaan keuangan impor Kereta Rel Listrik
negara,; (KRL) bekas dari Jepang
c. Kebijakan pemerintah. oleh PT. Kereta Commuter
Indonesia / KCI;
2. Lain - lain.
7 | PT INKA a. Pelaksanaan undang-undang; | 1. Pembahasan rencana
b. Pelaksanaan keuangan impor Kereta Rel Listrik
negara,; (KRL) bekas dari Jepang
c. Kebijakan pemerintah. oleh PT. Kereta Commuter
Indonesia / KCI;
2. Lain - lain.
8 | PT Bank Rakyat a. Pelaksanaan undang-undang; | Pembahasan mengenai :
Indonesia, Tbk b. Pelaksanaan keuangan 1. Kinerja Keuangan
negara; Korporasi Tahun 2022
c. Kebijakan pemerintah. 2. Strategi mitigasi
menghadapi potensi
resesi ekonomi 2023;
3. Lain-lain.
9 | PT Bank Mandiri, Tbk a. Pelaksanaan undang-undang; | Pembahasan mengenai :
b. Pelaksanaan keuangan 1. Kinerja Keuangan
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NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
c. Kebijakan pemerintah. 2. Strategi mitigasi
menghadapi potensi
resesi ekonomi 2023;
3. Lain-lain.
10 | PT Bank Negara a. Pelaksanaan undang-undang; | Pembahasan mengenai :
Indonesia, Thk b. Pelaksanaan keuangan 1. Kinerja Keuangan
negara; Korporasi Tahun 2022;
c. Kebijakan pemerintah. 2. Strategi mitigasi
menghadapi potensi
resesi ekonomi 2023;
3. Lain-lain.
11 | PT Bank Tabungan a. Pelaksanaan undang-undang; | Pembahasan mengenai :
Negara, Tbk b. Pelaksanaan keuangan 1. Kinerja Keuangan
negara; Korporasi Tahun 2022;
c. Kebijakan pemerintah. 2. Strategi mitigasi
menghadapi potensi
resesi ekonomi 2023;
3. Lain-lain.
12 | Kepala Badan Keahlian a. Pelaksanaan undang-undang; | Finalisasi Naskah Akademik
DPR RI b. Pelaksanaan keuangan dan RUU tentang
negara; Perlindungan Konsumen.
c. Kebijakan pemerintah.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | RUU tentang Kunjungan Kerja Kunjungan Kerja 3 (tiga) TIM RUU Migas
Perubahan Kedua dilaksanakan pada tanggal | ke Provinsi Bali, yaitu:
Atas Undang 17 — 19 Maret 2023. a. Pertemuan Gubernur Prov. Bali di
Undang Nomor 22 Kota Denpasar;
Tahun 2001 b. Peninjauan TBBM Manggis PT
tentang MINYAK Pertamina (Persero) di Kabupaten
DAN GAS BUMI .
Karangasem, Bali;
c. Peninjauan Penyaluran Gas Bumi PT
PGN Tbk di Kabupaten Badung, Bali.
2. |RUU tentang Rapat Intern dilaksanakan | Laporan Tim Sekretariat Panja RUU
ENERGI BARU DAN | pada tanggal 27 Maret tentanng EBET Komisi VII DPR tentang
ENERGI 2023, Pukul 11.00 WIB. hasil kajian dan rumusan sementara
TERBARUKAN dari Tim Dapur.
3. Rapat Panja dilaksanakan Melanjutkan Pembahasan RUU tentang
pada tanggal 28 Maret EBET.
2023, pukul 13.00 WIB.
Rapat Panja Dilaksanakan | Melanjutkan Pembahasan RUU tentang
pada tanggal 29 Maret EBET.
2023, pukul 10.00 WIB.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

Dilaksanakan pada
tanggal 20 Maret 2023,
Pukul 13.00 WIB.

. Progres pembentukan entitas

khusus batubara;

. Penjelasan dualisme tugas Dirjen

Minerba;

. Penjelasan subsidi kendaraan

listrik;
Lain-lain.

KEMENTERIAN/
NO OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
LEMBAGA
1. Direktur Utama PT |a. Pelaksanaan undang- . Hasil investigasi sementara insiden
Pertamina (Persero) undang; kebakaran di Depo Pertamina
b. Pelaksanaan keuangan Plumpang;
negara, Dampak insiden kebak
. . . pak insiden kebakaran
. Kebijak tah.
€. fiebyakan petietinta terhadap pasokan BBM;
Dilaksanakan pada . Rencana tindak lanjut pasca
tanggal 16 Maret 2023, insiden kebakaran;
Pukul 11.00 WIB. . Lain-lain.
2. | Menteri ESDM RI a. Pelaksanaan undang- . Langkah-langkah persiapan terkait
undang; rencana pelarangan ekspor mineral,;
b. Pelaksanaan keuangan . Progres pembentukan Satgas Illegal
negara; Mining;
c. Kebijakan pemerintah. ’
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Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(15 - 29 Maret 2023)

1.

PT Geoservices
PT Carsurin

PT Anindya
Wiraputra
Konsult

PT Surveyor
Carbon Cunsult
Indonesia

PT Jasa Mutu
Mineral
Indonesia

. PT Asiatrust

Technovima
Qualiti
PT Triyasa Pirsa

KEMENTERIAN/
NO OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
LEMBAGA
3. | Surveyor Ekspor a. Pelaksanaan undang- . Permasalahan dalam hasil verifikasi
Pertambangan: undang; kualitas dan kuantitas hasil
a. PT Surveyor b. Pelaksanaan keuangan pertambangan yang di ekspor;
Indonesia negara, . . Mekanisme verifikasi kualitas dan
c. Kebijakan pemerintah. , ,
b. PT kuantitas mineral;
Superintending Dilaksanakan pada . Penjelasan terkait perbedaan hasil
Company of tanggal 21 Maret 2023, survey,
Indonesia Pukul 15.00 WIB. . Lain-lain.
(Persero)
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KEMENTERIAN/

NO OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
LEMBAGA
Utama
j- PT Indo Borneo
Inspeksi Services
k. PT Tribhakti
Inspektama
6. |a. Presiden a. Pelaksanaan undang- | a. Progres penambahan kapasitas
Direktur PT undang; produksi smelter tembaga;
Smelting b. Pelaksanaan b. Progress divestasi;
. keuangan negara; . :
Indonesia dan .. . c. Lain-lain.
) c. Kebijakan pemerintah.
b. Presiden
Direktur PT Dilaksanakan pada
Freeport tanggal 27 Maret 2023,
Indonesia. Pukul 13.00 WIB.
7. | Ms. Sandy Lien: a. Pelaksanaan undang- | Courtesy Call terkait Riset dan Inovasi.
Chief Environment, undang;
Science & Tech, & b. Eelaksanaan .
Health Unit (ESTH) cuangan negara;
c. Kebijakan pemerintah.
US Embassy
Dilaksanakan pada
tanggal 26 Maret 2023,
Pukul 10.00 WIB.
8. | Mr. Park Soo-Deok a. Pelaksanaan undang- | Courtesy call terkait pengembangan

Deputy Chief of

undang;

energi, mineral dan nuklir di Indonesia.
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NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Mission Kedutaan
Korea untuk
Indonesia

b. Pelaksanaan
keuangan negara,;

c. Kebijakan pemerintah.

Dilaksanakan pada
tanggal 27 Maret 2023,
Pukul 11.00 WIB.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

KOMISI VIII

NO

JUDUL RUU

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

RUU tentang
KESEJAHTERAAN
IBU DAN ANAK

Mendengar masukan
dari pakar,
akademisi, asosiasi
pengusaha, Kadin,
dan SPSI.

1. Perlunya UU yang mengatur tentang
Kesejahteraan Ibu dan Anak karena sudah
diterapkan di beberapa negara Asean seperti
Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam,
Kamboja, dan Laos.

2. Cuti melahirkan Ibu dan Bapak perlu
diselaraskan dengan UU Ketenagakerjaan Jo
Perpu Cipta Kerja.

3. Membuat skema bantuan tunai untuk Ibu
Hamil yang memiliki Kartu Indonesia Sehat
(KIS) baik saat perawatan, setelah melahirkan,
maupun pemeriksaan pasca melahirkan.

4. Pada aspek ketenagakerjaan perlu memuat
aturan tentang Larangan melakukan PHK atau
notifikasi PHK saat pekerja sedang cuti
melahirkan (kecuali perusahaan tutup),
Larangan Diskriminasi Gender, Fasilitas bagi
Pekerja Wanita pada Kehamilan dan Pasca
Persalinan, Larangan pekerjaan berat bagi
pekerja wanita pada masa kehamilan dan
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NO

JUDUL RUU

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

setelah kehamilan, Fasilitas Pinjaman bagi
pekerja wanita dalam keadaan tertentu.

. Masalah Tempat Penitipan Anak (TPA) juga

merupakan salah satu hal penting yang perlu
diatur dalam RUU KIA.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO

INSTITUSI

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Kementerian Agama
RI

Pelaksanaan program
dan anggaran
Kemenag tahun 2023.

Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan
Menteri Agama RI mengenai pelaksanaan
program dan anggaran tahun 2023 dengan
realisasi sampai dengan Maret 2023 sebesar
Rp12.648.306.508.368,- (dua belas triliun enam
ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus
enam juta lima ratus delapan ribu tiga ratus
enam puluh delapan rupiah) atau 17,93% dari
total anggaran sebesar Rp70.556.248.320.000,-
(tujuh puluh triliun lima ratus lima puluh enam
miliar dua ratus empat puluh delapan juta tiga
ratus dua puluh ribu rupiah).

Kementerian Sosial
RI

Pelaksanaan program
dan anggaran
Kemensos tahun
2023.

Komisi VIII DPR RI dapat memahami realisasi
anggaran Kemensos Tahun 2023 sebesar
Rp14.494.901.380.336,- (Empat Belas Triliun
Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
Sembilan Ratus Satu Juta Tiga Ratus Delapan
Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam
Rupiah) sampai 27 Maret 2023 atau sekitar
18,54 persen dari Pagu Anggaran Kemensos
tahun 2023 sebesar Rp78.179.586.686.000,-
(Tujuh Puluh Delapan Triliun Seratus Tujuh
Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Delapan
Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh
Enam Ribu Rupiah).
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN
KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. Dirjen PHU Kemenag | Persiapan . Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian
RI dan BPKH penyelenggaraan Agama RI untuk tetap berpedoman pada
Ibadah Haji keputusan mengenai penetapan BPIH. Dalam
1444H/2023M. hal terdapat perkembangan yang bersifat
strategis, Pemerintah dapat mengambil
Tanggal 15 kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-

Februari 2023.

undangan.

2. Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal
PHU Kementerian Agama RI dan/atau Kepala
Badan Pelaksana BPKH untuk menindaklanjuti

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK
PENGAWASAN

INFO SINGKAT KETERANGAN

masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII
DPR RI, di antaranya:

a. Melakukan pengadaan cadangan valuta
asing USD dan SAR yang cukup dengan
harga terbaik untuk keperluan
penyelenggaraan ibadah haji di masa
mendatang.

b. Agar kebijakan pembiayaan untuk jemaah
lunas tunda hanya diberlakukan pada
Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444
H/2023 M dan tidak diberlakukan lagi di
tahun-tahun mendatang.

c. Memastikan kepada maskapai Saudia
Airline terkait masalah penggunaan
bandara embarkasi Surabaya, sehingga
tidak ada lagi pengajuan tambahan biaya
kembali seperti di tahun sebelumnya.

d. Memperbaiki mekanisme pendataan dan
pelayanan terhadap jemaah haji agar tidak
terjadi kembali kekeliruan dalam masalah
pendataan jemaah lunas tunda.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI IX

. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Kementerian Kesehatan | Raker tanggal 20 1. Komisi IX DPR RI mendesak Rapat bersifat
RI dan RDP Komisi IX Maret 2023 Komisi IX Kementerian Kesehatan RI dan DJSN terbuka.
DPR dengan Ketua DJSN | DPR: memperbaiki peta jalan implementasi
dan Dirut PT BPJS 1. Penjelasan terkait Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) JKN
Kesehatan perkembangan berdasarkan hasil evaluasi yang
implementasi Kelas menyeluruh atas piloting implementasi
Rawat Inap Standar KRIS, dengan tetap memperhatikan
(KRIS) yang kesiapan rumah sakit, pembiayaan
mencakup evaluasi rumah sakit, iuran peserta dan
kesiapan rumah dampak terhadap ketahanan Dana
sakit serta dampak Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.
terhadap Dana 2. Dalam rangka peningkatan kualitas
Jaminan Sosial pelayanan kesehatan di seluruh
(DJS) Kesehatan. wilayah Indonesia dan seiring dengan
implementasi KRIS, khususnya di

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN



Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
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NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK
PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

2. Membahas strategi

peningkatan
kualitas pelayanan
JKN melalui
Kebutuhan Dasar
Kesehatan (KDK)
dalam revisi
Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahun
2018 tentang
Jaminan
Kesehatan.

. Penjelasan terkait

dengan
implementasi
penggunaan obat
sesuai Fornas
termasuk rencana
Revisi Formularium
Nasional

2023 demi
peningkatan akses
masyarakat
terhadap mutu obat
yang berkualitas
dalam program
JKN.

Daerah Tertinggal, Perbatasan dan
Kepulauan (DTPK) dan Daerah
Bermasalah Kesehatan (DBK), Komisi
IX DPR RI mendesak Kementerian
Kesehatan RI melakukan usulan
penyesuaian alokasi anggaran sesuai
dengan prioritas pelaksanaan
program/kegiatan Kementerian
Kesehatan RI Tahun 2023 sesuai
saran dan masukan Anggota Komisi IX
DPR RI.

. Komisi IX DPR RI mendesak

Kementerian Kesehatan RI melakukan
pemetaan kesiapan rumah sakit
secara riil dan objektif dengan
melibatkan asosiasi rumah sakit,
antara lain Persatuan Rumah Sakit
Indonesia (PERSI), Asosiasi Rumah
Sakit Daerah (ARSADA), Asosiasi
Rumah Sakit Vertikal (ARVI) dan
Asosiasi Rumah Sakit Swasta
Indonesia (ARSSI).

. Komisi IX DPR RI mendesak DJSN,

sebagai leading sector dalam

penyusunan kebijakan KRIS, untuk:

a. berperan lebih optimal dalam
keseluruhan proses perumusan
kebijakan KRIS;

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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KEMENTERIAN/

s LEMBAGA

OBJEK
PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

b. bersama Kementerian Kesehatan

RI dan BPJS Kesehatan
menyamakan persepsi terhadap
definisi dan konsep KRIS; dan

. melaksanakan monitoring dan

evaluasi uji coba KRIS JKN Tahap
II di 10 (sepuluh) rumah sakit uji
coba, dimana hasilnya diserahkan
kepada Komisi IX DPR RI paling
lambat bulan Juni 2023.

S. Komisi IX DPR RI mendesak
Kementerian Kesehatan RI melakukan
perbaikan yang masif atas pelayanan
obat dalam program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) dengan:

a. mempercepat proses revisi dan

reviu Formularium Nasional
(Fornas) yang dilakukan secara
berkala melalui berbagai skema
harga guna meningkatkan akses
terhadap obat inovatif;

. memastikan adanya landasan

hukum keterkaitan antara
Penilaian Teknologi Kesehatan
(Health Technology Assessment)
dalam proses revisi dan reviu
Fornas; dan
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KEMENTERIAN/

s LEMBAGA

OBJEK
PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

c. segera menerbitkan acuan harga
obat di luar paket INA-CBGs.

6. Komisi IX DPR RI mendukung penuh
penambahan manfaat promotif dan
preventif dalam pelayanan kesehatan
JKN berdasarkan Kebutuhan Dasar
Kesehatan (KDK), khususnya layanan
skrining 14 penyakit secara bertahap.
Untuk itu, Komisi IX DPR RI
mendesak:

a. BPJS Kesehatan memperkuat
sistem pelayanan promotif
preventif dengan melibatkan mitra
kerja;

b. Kementerian Kesehatan RI
meningkatkan ketersediaan alat
diagnostik yang mudah digunakan
di seluruh fasilitas pelayanan
kesehatan primer;

c. Kementerian Kesehatan RI
meningkatkan sosialisasi upaya
promotif preventif berbasis
kesehatan masyarakat dengan
melibatkan berbagai
unsur masyarakat; dan

d. BPJS Kesehatan meningkatkan
sosialisasi upaya promotif preventif
berbasis kesehatan perorangan

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK
PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

dengan melibatkan berbagai
unsur masyarakat.

. Komisi IX DPR RI meminta jawaban

tertulis atas pertanyaan Anggota
Komisi IX DPR RI pada Rapat Kerja
dan RDP hari ini paling lambat tanggal
27 Maret 2023.

DPRD Kabupaten Barru,
Sulsel

Audiensi hari Selasa,
21 Maret 2023 terkait
dukungan DPRD
dalam penanganan
stunting di daerah

. Walaupun penangan stunting di

Kabupaten Barru sudah sangat baik,
dengan angka stunting saat ini di
14,1%, namun masih dibutuhkan
kolaborasi semua pihak agar
kedepannya bisa dibawah target
nasional yaitu 14% pada tahun 2024.

. DPRD Kabupaten Barru

mengharapkan kolaborasi juga dengan
Komisi IX DPR RI, karena merupakan
komisi yang mengawasi bidang
kesehatan.

. Kabupaten Barru juga masih

membutuhkan alat-alat kesehatan dan
juga tempat tidur di puskesmas yang
berjumlah 12 puskesmas, karena ada
beberapa puskesmas yang juga
melayani rawat inap. Selain itu,
puskesmas juga kekurangan alat
antropometri.

Komisi IX DPR
RI berterima
kasih atas
masukan yang
diberikan oleh
DPRD
Kabupaten
Barru,
sehingga bisa
dijadikan
bahan
pembahasan
dalam rapat
kerja dan
rapat dengar
pendapat
Komisi IX DPR
RI dengan
Kementerian
Kesehatan RI

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
4. Alokasi DAK untuk mendukung aksi maupun
konvergensi stunting saat ini tidak BKKBN RI.
ada.
3. | Pengurus Pusat Federasi | Audiensi hari Selasa, . Pengurus Pusat FPLKBI mengapresiasi | Komisi IX DPR

Petugas Lapangan
Keluarga Berencana
(PLKB) Indonesia

21 Maret 2023 terkait
usulan permohonan
formasi kepada
Kementerian PAN dan
RB RI.

BKKBN RI yang bersungguh-sungguh
mempehatikan nasib PLKB Non PNS
dengan memperhatikan beberapa
perubahan yang telah dilakukan
seperti munculnya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Birokrasi Reformasi Nomor: 53 Tahun
2022 tentang jabatan Fungsional
Petugas Lapangan Keluarga
Berencana, dimana salah satu poinnya
di Pasal 14 adalah untuk jabatan
fungsional PLKB Pemula berijazah
paling rendah SLTA, dan D III untuk
jabatan fungsional PLKB Terampil
sampai fungsional PLKB Penyelia.;
Pada Tahun 2022 BKKBN telah
membuka kembali rekrutmen CASN
PPPK JF PKB tahun anggaran 2022
sebanyak 4213. Namun sistem yang di
gunakan masih terbuka untuk umum,
dimana dalam persyaratan tersebut
diperbolehkannya PLKB yang sudah
lama berhenti karena permintaannya

RI berterima
kasih atas
masukan yang
diberikan oleh
FPLKB
Indonesia,
sehingga bisa
dijadikan
bahan
pembahasan
dalam rapat
dengan mitra
Komisi IX DPR
RI.
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INFO SINGKAT

KETERANGAN

sendiri boleh mengikuti seleksistPPPK

JF PKB.

Kurang jelasnya definisi persyaratan

rekrutmen sehingga banyak yang

bukan PLKB Non ASN ikut mendaftar,
sehingga kami FPLKB menyimpulkan
bahwa :

a. dalam proses rekrutmen CASN
PPPK masih banyak PLKB Non ASN
yang belum terakomodir.

b. BKKBN tidak memprioritaskan
PLKB Non ASN yang namanya
terdapat pada Keputusan Kepala
BKKBN Nomor 126/KEP/G3/2021
tentang Penetapan Data Petugas
Lapangan Keluarga Berencana Non
ASN, sehingga banyak peserta yang
bukan PLKB Non ASN lulus
administrasi.

c. peserta yang lulus administrasi
banyak yang tidak lagi bekerja
sebagai PLKB Non ASN dan
berhenti atas keinginan sendiri,
selain itu ada juga peserta yang
lulus meski pengalaman bertugas
pada program Bangga Kencana
kurang dari 2 (dua) tahun.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN




Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023

(15 - 29 Maret 2023)

NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK
PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

d. penyusunan formasi tidak sesuai
dengan wilayah kerja PLKB Non
ASN.

Dengan pertimbangan rasio jumlah

PKB ASN dan jumlah desa, diharapkan

kedepan untuk formasi CASN 2023

dapat diisi dengan PLKB Non ASN

yang berlatar pendidikan SLTA sesuai
dengan amanat peraturan MENPAN

RB Nomor 53 Tahun 2022 tentang

Jabatan Fungsional PLKB.

Memohon kepada Komisi IX DPR RI

untuk mendorong BKKBN untuk

segera mengusulkan Formasi PPPK JF

PLKB Tahun Anggaran 2023.

Memohon kepada Komisi IX DPR RI

untuk mendorong BKKBN untuk

menyelesaikan persoalan PLKB Non

ASN dan mengakomodir seluruh PLKB

Non ASN melalui jalur khusus.

Kementerian Kesehatan

RI

Raker Komisi IX DPR
tanggal 28 Maret
2023.

1. Penjelasan terkait
cetak biru (blue
print) Strategi
Transformasi Digital
Kesehatan 2024,

. Demi mewujudkan transformasi

teknologi kesehatan dalam
menciptakan pelayanan kesehatan
yang lebih berkualitas dan efisien
kepada masyarakat, maka Komisi IX
DPR RI mendesak Kementerian
Kesehatan RI untuk:

Rapat bersifat
terbuka.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
termasuk . memastikan keamanan data

transformasi Peduli
Lindungi menjadi

SATU SEHAT Mobile

per 1 Maret 2023.

. Penjelasan terkait

revitalisasi konsep
pelayanan primer
mulai dari
pelayanan
Puskesmas,
Poskesdes dan
Polindes yang akan
disebut dengan
Posyandu Prima,
dan kesiapan
seluruh layanan
deteksi dini di
faskes primer.

. Penjelasan terkait

peta jalan upaya
peningkatan
kesehatan pada
masyarakat lanjut
usia.

. Penjelasan terkait

persiapan
pelaksanaan

individu sesuai dengan peraturan
perundangan;

. mempersiapkan regulasi terutama

dalam hal integrasi data dan
ekosistem digitalisasi;

. berkoordinasi dengan

kementerian/lembaga terkait untuk
mempersiapkan infrastruktur
teknologi, termasuk SDM dan
sarana prasarana, yang memadai di
seluruh fasilitas kesehatan dan
memastikan antar fasilitas
kesehatan dapat terkoneksi,
terutama di daerah perifer; dan

. melakukan sosialisasi dengan

melibatkan berbagai unsur
masyarakat agar sistem teknologi
kesehatan ini bisa dipergunakan
secara maksimal.

. Komisi IX DPR RI mendesak
Kementerian Kesehatan RI dalam
melakukan transformasi bidang
kesehatan khususnya pada layanan
primer, untuk:

a. segera menyelesaikan regulasi

terkait Posyandu Prima;
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Program BIAN/ b. memaparkan peta jalan terkait
BIAS 2023. pelaksanaan Posyandu Prima
5. Membahas isu-isu kepada Komisi IX DPR RI sebelum
terkini. program tersebut dilaksanakan;

c. memprioritaskan pengadaan 191
kecamatan yang belum memiliki
Puskesmas dan 18.000
desa/kelurahan yang belum
memiliki Poskesdes atau Puskesmas
Pembantu;

d. merevitalisasi fungsi Puskesmas dan
Puskesmas Pembantu secara
optimal melalui regulasi dan konsep
yang tepat dan jelas, pemenuhan
SDM dan sarana prasarana yang
merata di seluruh daerah,
pelayanan berbasis program per
siklus hidup; dan

e. melakukan terobosan pada layanan
kesehatan primer dengan tetap
berbasis pada pendekatan upaya
promotif dan preventif dengan
melibatkan partisipasi masyarakat.

3. Komisi IX DPR RI mendesak

Kementerian Kesehatan RI untuk terus

meningkatkan layanan kesehatan

pada masyarakat lanjut usia sesuai

dengan Peraturan Presiden Nomor 88

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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Tahun 2021 tentang Strategi Nasional
Kelanjutusiaan melalui program dan
kegiatan yang berdampak langsung.

. Dalam pelaksanaan program BIAN dan

BIAS Tahun 2023, Komisi IX DPR RI
mendesak Kementerian Kesehatan RI
untuk:

a. memastikan ketersediaan vaksin
termasuk vaksin HPV dan rotavirus,
serta menjamin kesiapan
distribusinya ke seluruh Indonesia;

b. melibatkan tokoh agama dan tokoh
masyarakat khususnya kelompok
yang kemungkinan besar memiliki
sikap resisten terhadap
program imunisasi.

. Komisi IX DPR RI mendesak

Kementerian Kesehatan RI untuk tetap
bertanggung jawab menyelesaikan
kejadian Gangguan Ginjal Akut
Progresif Atipikal (GGAPA) sesuai
dengan hasil kesimpulan rapat kerja
bersama dengan Komisi IX DPR RI
pada tanggal 27 Januari 2023.

. Komisi IX DPR RI mendesak

Kementerian Kesehatan RI untuk
memberikan jawaban tertulis atas
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pertanyaan Anggota dalam rapat hari
ini, paling lambat tanggal 4 April 2023.
5. | Kunjungan Kerja Spesifik | Kunjungan ini Komisi IX DPR RI mendapat masukan
Komisi IX DPR RI ke dilakukan dalam dari Pemerintah Daerah, mitra kerja
Provinsi Lampung, rangka Pengawasan sekaligus melihat langsung pengawasan
Provinsi Jawa Tengah, Peredaran Makanan terhadap peredaran makanan dan
dan Provinsi Jawa Timur | dan Minuman di minuman yang dilakukan.
Bulan Ramadhan
tanggal 29 -31 Maret
2023.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1 | RUU 15 Maret 2023 Sesuai jadwal kegiatan yang telah disetujui, -
KEPARIWISATAAN | Rapat Intern Panja kegiatan Panja RUU Kepariwisataan pada Masa
RUU Sidang IV terdiri dari 2 Rapat Intern Panja, dan 1
Kepariwisataan. RDP dengan Pemda Kabupaten/Kota.
2 29 Maret 2023 Agenda RDP dengan Pemda Kab/Kota adalah
RDP Panja RUU menerima
Kepariwisataan masukan terhadap NA dan RUU Kepariwisataan
dengan Pemda terkait isu pengelolaan wisata Daerah Aliran
Kabupaten/Kota. Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya dan

Wisata Alam.

Beberapa poin yang menjadi masukan, antara

lain:

- Perlu pengaturan destinasi wisata di Daerah
aliran sungai.

- Kendala pengembangan keparwisataan di
daerah yang paling menonjol antara lain
infrastruktur untuk akses dan konektivitas.

- Perlu dilakukan peninjauan terhadap UU
terkait agar pengaturan wisata Bahari, wisata
alam, wisata sejarah dan wisata di daerah
aliran sungai tidak terjadi tumpang tindih
aturan.
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B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

Rapat Kerja Komisi X DPR RI.

Pemberian Kewarganegaraan
Republik Indonesia kepada
atlet sepak bola atas nama
Sdr. Justin Quincy Hubner,
Sdr. Ivar Jenner, Sdr. Rafael
William Struick, dan atlet bola
basket atas nama Sdr. Jerome
Anthony Beane Jr.

menyetujui rekomendasi
kewarganegaraan RI atas nama Sdr.
Justin Quincy Hubner, Sdr. Ivar
Jenner, Sdr. Rafael William Struick,
dan Sdr. Jerome Anthony Beane Jr.,
dengan catatan bahwa penetapan
Kewarganegaraan RI ditetapkan oleh
instansi yang berwenang berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA OBYEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. --- 15 Maret 2023 Agenda:

Rapat Internal Panja Penyusunan agenda dan program Panja
Peningkatan Literasi dan Peningkatan Literasi dan Tenaga
Tenaga Perpustakaan Komisi | Perpustakaan Komisi X DPR RI di MS
X DPR RI. IV 2022-2023.
Peningkatan Indeks Literasi
dan ketersediaan tenaga
perpustakaan.

2. | Plt. Menpora 20 Maret 2023 Komisi X DPR RI memutuskan
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(15 - 29 Maret 2023)

Laporan realisasi program
prioritas TA 2023 TW I dan
Perkembangan isu terkini
bidang pendidikan.

anggaran sebesar Rp.70,089 triliun
dapat sesuai target pada akhir
Desember 2023.

. Komisi X DPR RI mendorong

Kemendikbudristek RI untuk segera
mengambil langkah-langkah tindak
lanjut penyelesaian terhadap
kendala/permasalahan yang
muncul pada pemenuhan
kekurangan guru melalui PPPK,
tata kelola Perguruan Tinggi

KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA OBYEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
3. | Pemda DKI, 21 Maret 2023 . Penjelasan yang disampaikan oleh
Banten, Kaltim, RDP Panja Peningkatan perwakilan Pemda menjadi rujukan
Sumsel, Jateng Literasi dan Tenaga dalam penyusunan rekomendasi
dan NTT Perpustakaan: Panja
a. Kondisi literasi di daerah, . Komisi X DPR RI mendorong
peluang dan tantangan keberpihakan dan kepedulian dan
(Perpustakaan Umum dan inovasi dari masing-masing Pemda
Perpustakaan Sekolah). untuk pengembangan literasi di
b. Inovasi layanan daerah.
perpustakaan.
c. Anggaran untuk literasi..
Kondisi ideal literasi
menurut narasumber.
4. | EselonI 21 Maret 2023 . Komisi X DPR RI mendorong agar
Kemendikbudrist | RDP Komisi X DPR RI. realisasi anggaran
ek RI Kemendikbudristek RI dengan sisa

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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Laporan realisasi program
prioritas TA 2023 TW I dan

berorientasi pada hasil realisasi
serapan anggaran, namun juga
memperhatikan efektivitas dan harus

KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA OBYEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
Kementerian/Lembaga Lain (tindak
lanjut PP 57 Tahun 2022),
perlindungan cagar budaya dan
tenaga ahli cagar budaya,
kebahasaan dan kurikulum
perbukuan dan asesmen
pendidikan.
5. | Pimpinan DPR 28 Maret 2023 . Komisi X DPR RI mendesak
RD Kabupaten RDPU Komisi X DPR RI. Kemendikbudristek RI untuk
Rembang, OPD mengevaluasi kembali kebijakan
terkait dan Seleksi dan Formasi PPPK Seleksi dan Formasi Guru PPPK agar
Perwakilan Guru | untuk guru TK, Inpassing dan tidak hanya untuk guru sekolah
TK non PNS Penyetaraan guru Non PNS, negeri saja, tapi juga untuk guru
Kabupaten Mempermudah proses seleksi swasta. Selain itu juga mendorong
rembang PPG, Kepala Sekolah agar membuka kembali program
berstatus NUKS. inpassing.
. Informasi dari Pimpinan DPRD
Kabupaten Rembang, OPD terkait
dan Guru TK Non PNS menjadi
masukan perbaikan kebijakan tata
kelola guru.
6. |EselonlI 28 Maret 2023 Komisi X DPR RI mendorong agar
Kemenparekraf/ | RDP Komisi X DPR RI capaian program Kemenparekraf
Baparkraf RI RI/Baparekraf RI tidak hanya

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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OBYEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Perkembangan isu terkini
bidang pariwisata dan ekraf.

memiliki dampak langsung kepada
masyarakat dan meningkatkan
kualitas penyelenggaraan pariwisata
serta partisipasi masyarakat,
termasuk kelompok usia millenial.
Komisi X DPR RI mendorong agar
Kemenparekraf menyusun (1)
regulasi ekosistem pengelolaan
berbasis Kerjasama antar daerah, (2)
Integrated Tourism Master Plan
(ITMP) di 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas,

Terkait penertiban dan penegakan
hukum untuk turis “nakal” dengan
mendahulukan upaya preventif dan
persuasif yang tidak mempengaruhi
citra positif pariwisata Indonesia
serta kunjungan wisatawan
mancanegara ke Indonesia.

Plt. Menpora

28 Maret 2023
Rapat Kerja Komisi X DPR RI.

Evaluasi program kerja
Kemenpora RI, Persiapan
pelaksanaan FIFA Word Cup
U-20 dan Persiapan SEA
GAMES 2023.

. Terhadap pelaksanaan Program

Kerja TA 2023, Komisi X DPR RI
mendorong Kemenpora RI untuk
melakukan akselerasi terhadap
proses Revisi DIPA SOTK lama ke
SOTK baru, agar penyerapan
anggaran dapat berlangsung sesuai
dengan target, tujuan dan sasaran,

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBYEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT KETERANGAN

dengan tetap memperhatikan prinsip
transparansi dan akuntabilitas
keuangan.

b. Komisi X DPR-RI mendesak
Pemerintah untuk segera mengambil
sikap dan mendapatkan solusi bagi
pelaksanaan Indonesia sebagai Tuan
Rumah FIFA World Cup U20, dengan
tetap memegang teguh kepada
konstitusi negara dan spirit
kebangsaan para pendiri bangsa
dalam menciptakan perdamaian
dunia.

c. Komisi X DPR RI mendorong
Menpora RI untuk melakukan
koordinasi dengan KONI, KOI/NOC,
dan pemangku kepentingan lainnya,
terkait pemilihan dan pengiriman
delegasi atlet yang diproyeksikan
memperoleh medali, agar target
prestasi SEA Games 2023 dapat
tercapai.

Mendikbudristek
RI

29 Maret 2023
Rapat Kerja Komisi X DPR RI.

Episode 23 Merdeka Belajar
(Buku Bacaan untuk Literasi),

Terkait subtansi pembahasan Raker,

Komisi X DPR RI memberikan

pandangan sebagai berikut:

a. Menekankan Kemendikbudristek RI
agar implementasi kebijakan
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evaluasi kebijakan Pendidikan
Vokasi (Perpres 68 Tahun
2022) dan perkembangan
seleksi guru PPPK.

penyediaan buku bacaan untuk
literasi (merdeka belajar episode 23)
terintegrasi dengan program literasi
yang dilaksanakan oleh K/L lain
(Kemendes PDTT RI, Kemenkominfo
RI, Kemendagri RI, dan Perpusnas
RI) serta memperhitungkan
kebutuhan buku bacaan di
perpustakaan sekolah tidak hanya
untuk PAUD dan SD, juga untuk
SMP, SMA dan SMK. Mengingat
alokasi anggaran untuk program ini
cukup besar, maka
Kemendikbudristek RI segera
menetapkan tolok ukur keberhasilan
peningkatan literasi sekolah.

. Mendorong Kemendikbudristek RI

agar berbagai terobosan kebijakan
pendidikan vokasi seperti SMK PK
dan Kampus Merdeka Vokasi, agar
memperhatikan hak peserta didik
yang sedang magang dan harus
diikuti dengan program monitoring
evaluasi (monev) yang terfokus pada
peningkatan mutu lulusan dan
keterserapannya dalam DUDIKA.
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c. Menekankan Kemendikbudristek RI

agar substansi kebijakan pendidikan
yang akan diterbitkan tidak
bertentangan UU No.20 Tahun 2003
tentang Sisdiknas dan UU No.12
Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi, dan melibatkan para
pimpinan PTN dan PTS serta
memperhatikan setiap masukan dari
masyarakat agar kebijakan
pendidikan implementatif dan tidak
menimbulkan keresahan.

d. Mendesak Kemendikbudristek RI

untuk melakukan revitalisasi dan
menguatkan sistem data pokok
pendidikan (dapodik), karena

dapodik merupakan salah satu dasar

pengambilan kebijakan pendidikan.

Menparekraf
RI/Kepala
Baparekraf

29 Maret 2023
Rapat Kerja Komisi X DPR RI.

Dampak ajang F1 Powerboat
Lake Toba 2023 terhadap
pariwisata Indonesia, laporan
dan hasil ASEAN Tourism
Forum 2023. dan

Terkait subtansi pembahasan Raker,

Komisi X DPR RI memberikan

pandangan sebagai berikut

a. Mendesak

Kemenparekraf/Baparekraf RI
untuk segera menindaklanjuti isu
terkini bidang kepariwisataan
seperti kebencanaan di destinasi
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perkembangan kunjungan
wisatawan di awal tahun
2023.

pariwisata, perilaku
pengunjung/wisatawan yang tidak
memperhatikan norma, dan
kesiapan pergerakan wisatawan
saat liburan hari raya.

. Mendesak

Kemenparekraf/Baparekraf RI
melakukan langkah-langkah
strategis sesuai perencanaan yang
telah dilakukan agar target
kunjungan wisman dan pergerakan
wisnus pada triwulan mendatang
dapat tercapai. Selain itu
menjadikan Ajang F1 Powerboat
Lake Toba 2023 sebagai momentum
peningkatan SDM pariwisata di
daerah dan sebagai ajang untuk
mempromosikan serta
meningkatkan pengelolaan
destinasi pariwisata.

. Mendorong

Kemenparekraf/Baparekraf RI
untuk mulai melakukan kajian
terkait isu krisis global yang dapat
berpengaruh terhadap pengelolaan
sektor pariwisata dan ekonomi
kreatif.
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d. Mendorong

Kemenparekraf/Baparekraf RI
untuk melakukan langkah-langkah
strategis sesuai perencanaan agar
penyerapan anggaran dapat
meningkat pada triwulan
mendatang sampai dengan akhir
tahun 2023 dan dilaporkan kembali
pada rapat kerja membahas
pembicaraan pendahuluan RAPBN
TA 2024.

. Meminta

Kemenparekraf/Baparekraf RI
untuk menyampaikan data dan
perkembangan hasil pemeriksaan
BPK tahun 2020-2022, baik yang
sudah ditindaklanjuti maupun yang
belum ditindaklanjuti.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | KSB - BKSAP | Pertemuan Wakil Ketua | Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana
BKSAP dengan Duta (F-PD) menerima Duta Besar RI untuk Mozambik
Besar RI untuk dan Malawi, Y.M. Herry Sudradjat pada hari Jumat

Mozambik di Gedung di Gedung Nusantara III Lt.2 (17/03/2023).
Nusantara III Lt.2
tanggal 17 Maret 2023. | Dalam pertemuan tersebut Duta Besar RI untuk
Mozambik dan Malawi memaparkan potensi
Mozambik dan upaya - upaya yang telah dilakukan
kedua negara dalam menyambut Indonesia - Africa
Forum (IAF) pada tahun 2024. Disampaikan bahwa
selain memiliki sumber daya alam yang kaya,
Mozambik juga memiliki Pelabuhan Maputo yang
merupakan pelabuhan terbesar di benua Afrika
bagian Selatan dan menjadi pintu masuk
perdagangan internasional bagi negara - negara
tetangganya. Pada bidang investasi, Duta Besar juga
menyampaikan bahwa beberapa perusahaan
Indonesia telah aktif berinvestasi dan
mengembangkan bisnis di Mozambik khususnya
pada sektor migas.

Pada bidang perdagangan, Indonesia dan Mozambik
juga telah menandatangani Indonesia - Mozambique
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Preferential Trade Agreement (IM-PTA) guna
mengurangi tarif ekspor - impor bagi produk kedua
negara. KBRI Maputo juga telah berhasil
menghimpun pebisnis Mozambik dalam kerangka
Indonesia - Mozambique Business Forum,
kedepannya diharapkan KADIN Indonesia dapat
membentuk Indonesia - Mozambique Bilateral
Committee guna meningkatkan perdagangan antar
kedua negara.

Pimpinan BKSAP menyambut baik dan
mengapresiasi upaya KBRI Maputo yang telah aktif
meningkatkan hubungan Indonesia - Mozambik dan
akan terus mendukung serta menjembatani
kepentingan kedua negara. Terkait pelaksanaan
Indonesia - Africa Forum (IAF) pada tahun 2024,
Pimpinan BKSAP berharap agar IAF dapat menjadi
media bagi Indonesia untuk meningkatkan penetrasi
ke negara- negara Afrika dalam berbagai sektor yang
berbeda.

Kedepannya, Wakil Ketua BKSAP mengusulkan
untuk membentuk Indonesia - Africa Parliamentary
Partnership Forum guna meningkatkan interaksi dan
memperkuat hubungan kerja sama antara Indonesia
dan negara - negara Afrika, termasuk Mozambik.
BKSAP juga menyampaikan dukungan atas rencana
kerja sama sister-city/province antara Maputo
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dengan kota ataupun provinsi di Indonesia.
Ditekankan juga pentingnya diplomasi budaya dan
diplomasi kedaulatan terutama dalam mengatasi isu
Papua.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Budi
Santoso, Pelaksana Fungsi Ekonomi Protokol dan
Konsuler KBRI Maputo.

KSR - BKSAP

ASEAN Women Political
Leaders Coalition for
Change Meeting:
Building a Cross-
Country Partnership
tangal 20 Maret 2023.

Anggota BKSAP, Irine Yusiana Roba Putri,
M.Comn&MediaST (F-PDIP) dan drh. Dewi Coryati,
M.Si (F-PAN) suarakan advokasi dan dukungan
peningkatan peran perempuan dalam politik pada
ASEAN Women Political Leaders’s Coalition for
Change Meeting: Building a Cross-Country
Partnership (Senin, 20 Maret 2023).

Pertemuan dihadiri oleh perwakilan Anggota
Parlemen, Organisasi Masyarakat Sipil dari
Indonesia, Malaysia dan Thailand, Bangsamoro serta
akademisi dari Universitas Gadjah Mada dan
Kaukus Perempuan Politik Indonesia.

Pertemuan menghasilkan Rencana Aksi Jangka
Pendek (April-Juli 2023) dan ASEAN Women Political
Caucus yang bertujuan membangun kemitraan
lintas negara antara perempuan di ranah politik.
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3.

KSR - BKSAP

Delegasi BKSAP dalam
gelaran peringatan hari
internasional
perempuan, “Women to
Lead: Embracing Equity
in Politics” tanggal 21
Maret 2023.

Wakil Ketua BKSAP, Putu Supadma Rudana (F-PD)
dan Ir. Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) bersama
Anggota BKSAP:

1. Dewi Coryati (F-PAN)

2. Ina Ammania (F-PDIP)

3. Linda Megawati (F-PD)

4. Ratih Megasari Singkarru (F-PNASDEM)

S. Ema Umiyyatul Chusnah (F-PPP)

6. Arzeti Bilbina (F-PKB)

7. Dyah Roro Esti (F-PQG)

8. Puteri Komarudin (F-PQG)

9. Vanda Sarundajang (F-PDIP)

10. Adde Rosi (F-PG)

Menghadiri gelaran peringatan Hari Perempuan
Internasional, “Women to Lead: Embracing Equity in
Politics”. Hadir juga dalam pertemuan tersebut,
Sekretaris Jenderal AIPA, Siti Rozaimeriyanti.
Pertemuan dilaksanakan dalam format diskusi panel
yang menghadirkan panelis dari Anggota Parlemen
Indonesia, Malaysia dan Thailand. Putu Supadma
Rudana sebagai salah satu panelis menyampaikan
pengalamannya mengenai kolaborasi perempuan
dan laki — laki dalam Parlemen. Selain itu Dewi
Coryati juga berbagi lesson learnt mengenai standar
ganda yang masih dihadapi kaum perempuan dalam
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ranah politik, yang berkontribusi bagi ketimpangan
gender.

Forum menyepakati perlunya membangun support
system yang kuat untuk mewujudkan kemitraan
yang setara antara perempuan dan laki — laki dalam
politik.

KSB - BKSAP

Ketua BKSAP
menerima Duta Besar
Inggris untuk Indonesia
tanggal 27 Maret 2023.

Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra)
menerima Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan
Timor Leste, H.E. Mr. Owen Jenkins di Fadli Zon
Library pada hari Senin (27/03/2023).

Pertemuan tersebut membahas beberapa isu yang
tengah mengemuka—antara lain kondisi politik,
ekonomi dan sosial menjelang Pemilu Indonesia
2024, gejolak inflasi global, dan tensi geopolitik
akibat perang Rusia di Ukraina. Kedua pihak juga
membahas penguatan kerja sama, khususnya di
bidang transisi hijau, serta riset dan pendidikan.

“Kerja sama kita perlu diintensifkan, terlebih karena
dunia tengah menghadapi tantangan yang kian
kompleks. Kedua negara kita memiliki sejarah dan
kepentingan bersama dalam mempromosikan
perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di
kawasan,” ujar Fadli Zon.
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Terkait isu Rusia-Ukraina, keduanya berharap
penyelesaian konflik sesegera mungkin dengan
menghormati hukum Internasional. Fadli Zon juga
menyampaikan kontribusinya sebagai anggota IPU
Task Force for Ukraine, mendorong peran parlemen
untuk penyelesaian sengketa secara damai.

Mengawali pertemuan, H.E. Owen Jenkins yang juga
didampingi oleh Political Counselor Kedutaan Besar
Inggris, Dan Montgomery-Hunt, berkesempatan
untuk meninjau koleksi sejarah dan artefak budaya
di Fadli Zon Library, termasuk Al-Qur’an pertama
yang diterjemahkan dalam Bahasa Inggris oleh
George Sale, cendekiawan asal Kent, Inggris.

Duta Besar Inggris menginformasikan bahwa
Muslim di Inggris—berjumlah sekitar 6.5% dari
seluruh penduduk Inggris—saat ini juga tengah
menjalani Ramadan. Diharapkan kedua negara
dapat memperkuat people-to-people contact dan kerja
sama budaya sebagai landasan hubungan yang
kuat, kohesif dan berkesinambungan.

KSB - BKSAP

Ketua BKSAP

menghadiri acara buka
puasa bersama dengan
Dubes Kerajaan Arab

Saudi tanggal 28 Maret

2023.

Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon menghadiri
acara buka puasa bersama dengan Duta Besar
Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, H.E. Faisal
bin Abdullah Al Amoudi pada hari Selasa
(28/03/2023).
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Pada pertemuan tersebut, Ketua BKSAP
menyampaikan selamat atas penugasan Dubes
Kerajaan Arab Saudi yang baru untuk Indonesia dan
berharap agar hubungan bilateral kedua negara
dapat semakin erat. Selain itu juga dibahas potensi
pengembangan kerja sama perdagangan, investasi,
pendidikan dan pariwisata.

KSB - BKSAP

Ketua BKSAP
menghadiri undangan
Dubes Amerika Serikat
di Wisma Kedutaan
Amerika Serikat
tanggal 28 Maret 2023.

Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon menghadiri
jamuan makan malam di Kediaman Duta Besar
Amerika Serikat di Jakarta pada hari Selasa

(28/03/2023).

Kedua negara memiliki kesamaan pandangan dalam
isu - isu regional dan global khususnya pada bidang
kemaritiman, pertahanan, ekonomi, pembangunan
dan kerja sama energi.

Melalui kerja sama antar parlemen, diharapkan
hubungan dan kerja sama kedua negara dapat terus
meluas ke berbagai bidang, termasuk kepada
hubungan antar-masyarakat Indonesia — Amerika
Serikat.
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1. --- Rapat Pimpinan 1. Membahas Program Kerja MP IV Tahun Sidang

Mahkamah Kehormatan 2022-2023;
Dewan dilanjutkan 2. Membahas Persiapan Seminar Nasional MKD
Rapat Intern Tanggal 15 “Menyongsong Kontestasi Demokrasi: Mencari
Maret 2023. Wakil Rakyat yang Bervisi, Bernurani dan
Berparadigma Etis” yang dilaksanakan tanggal 17
Maret 2023;
3. Lain-lain.

2. | DPRD 17 Maret 2023 “Menyongsong Kontestasi Demokrasi: Mencari Wakil
seluruh Seminar Nasional MKD. | Rakyat yang Bervisi, Bernurani dan Berparadigma
Indonesia Etis”.

3 --- 19-21 Maret 2023 Diskusi dalam rangka mendapatkan masukan

Paket Meeting di Wisma | dengan tema “Peradilan Etik yang Independen” dan
Kopo DPR RI. “Penguatan MKD DPR RI Dalam Komunikasi dan
Informatika”.
4 --- 24-26 Maret 2023 Diskusi dalam rangka mendapatkan masukan
Paket Meeting di Wisma | dengan tema “Meningkatkan Kinerja MKD Dalam
Kopo DPR RI. Upaya Mewujudkan DPR Bermartabat” dan Sinergi
antara MKD DPR RI dengan Media di DPR RI”.

S | Kajari, 28-30 Maret 2023 Dalam rangka Sosialisasi Tugas, Fungsi, Wewenang
Kapolda, Kunjungan Kerja ke Mahkamah Kehormatan Dewan, Tanda Nomor
DPRD kota Kota Surabaya Provinsi | Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus Anggota DPR RI
Surabaya Jawa Timur. serta Hak Imunitas Wakil Rakyat.
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1. Negara Belanda | Kunjungan Kerja BURT, Tujuan Kunjungan Kerja BURT DPR RI ini adalah
Tanggal 14-20 Maret untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman tentang:
2023. 1. Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi

parlemen yang telah dipraktekkan oleh
parlemen negara lain.

2. Model dan mekanisme komunikasi antara
Anggota Parlemen dengan konstituennya.

3. Pengelolaan/penataan sarana dan prasarana
kawasan kompleks parlemen, serta penataan
kawasan kompleks parlemen.

4. Manajemen keprotokolan untuk Anggota
Parlemen.

5. Pengelolaan jaminan kesehatan untuk Anggota
Parlemen.

6. Perencanaan dan implementasi e-parliament.

7. Manajemen sistem pendukung (supporting
system) parlemen yang bertugas memberi
dukungan keahlian, teknis dan administratif.

2. Tangerang, Kunjungan Kerja Dalam Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam rangka
Banten Negeri, Tanggal 21-23 evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Maret 2023. Bagi Anggota DPR RI dan Keluarganya bertujuan
untuk:

1. Membangun komunikasi yang efektif dengan
para pemangku kepentingan (stakeholders)
mengenai pentingnya program Jamkestama,
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terutama untuk PT. Asuransi Jasindo dan
rumah sakit provider sebagai penyelenggara
program Jamkestama khususnya bagi Anggota
DPR I daerah pemilihan Papua beserta
keluarganya.

. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT.
Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider
dalam pelaksanaan program Jamkestama.

. Membangun pemahaman yang sama mengenai
pentingnya pelayanan prima yang diberikan
rumah sakit dalam memberikan layanan
Jamkestama bagi Anggota DPR RI dan
keluarganya, karena masih ditemui beberapa
rumah sakit provider belum melaksanakan
layanan jamkestama sesuai standar.

3. Rapat Pimpinan, Senin,
27 Maret 2023
Agenda: Pembahasan
Rancangan Jadwal
Kegiatan BURT MS IV
Tahun Sidang 2022-2023.
4, Rapat Intern, Senin, 27
Maret 2023
Agenda: Penetapan
Rancangan Jadwal
Kegiatan BURT MS IV
Tahun Sidang 2022-2023.
S. Setjen DPR RI | Rapat BURT, 1. Realisasi Anggaran DPR RI sampai dengan

Senin, 27 Maret 2023

akhir Triwulan IV Tahun 2022 sebesar
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Selasa, 28 Maret 2023
Agenda:

1.

Panja Realisasi
Anggaran DPR RI
Triwulan IV Tahun
2022 Satker Dewan.
Panja Realisasi
Anggaran DPR RI
Triwulan IV Tahun
2022 Satker Setjen.
Panja RKA DPR RI
Tahun 2024
Berdasarkan Usulan
Anggaran Satker
Dewan.

sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2022
sebesar Rp.4.140.966.857.358,- (Empat triliun
seratus empat puluh miliar sembilan ratus enam
puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh
ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) atau
98,53% dari pagu sebesar
Rp.4.202.913.151.000,- (Empat triliun dua
ratus dua miliar sembilan ratus tiga belas juta
serratus lima puluh satu ribu rupiah).

. Realisasi Anggaran DPR RI Satker Setjen

sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2022
sebesar Rp.1.493.253.122.542,- (Satu triliun
empat ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus
lima puluh tiga juta seratus dua puluh dua ribu
lima ratus empat puluh dua rupiah) atau

NO PIHAK KEGIATAN PERKEMBANGAN KETERANGAN
Agenda: Rp.5.634.219.979.900,- (Lima triliun enam
1. Nojel Realisasi ratus tiga puluh empat miliar dua ratus sembilan
Anggaran DPR RI belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan
Triwulan IV Tahun ribu sembilan ratus rupiah) atau 98,80% dari
2022. pagu sebesar Rp.5.702.855.188.000,-. (Lima
2. Nojel RKA DPR RI triliun tujuh ratus dua milar delapan ratus lima
Tahun 2024 puluh lima juta seratus delapan puluh delapan
Berdasarkan Usulan ribu rupiah).
Anggaran. . RKA DPR RI Tahun 2024 Berdasarkan Usulan
3. Pembahasan AKUPA Anggaran sebesar Rp.9.950.220.939.000,-.
DPR RI Tahun 2024. (Sembilan triliun sembilan ratus lima puluh
miliar dua ratus dua puluh juta sembilan ratus
tiga puluh sembilan ribu rupiah).
6. Rapat Panja BURT, . Realisasi Anggaran DPR RI Satker Dewan
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4. Panja RKA DPR RI
Tahun 2024
Berdasarkan Usulan
Anggaran Satker
Dewan.

99,55% dari pagu sebesar
Rp.1.499.942.037.000,- (Satu triliun empat
ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan
ratus empat puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu
rupiah).

. RKA DPR RI Satker Dewan Tahun 2024

Berdasarkan Usulan Anggaran sebesar
Rp.6.833.222.601.000,- (Enam triliun delapan
ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus dua puluh
dua juta enam ratus satu ribu rupiah).

. RKA DPR RI Satker Setjen Tahun 2024

Berdasarkan Usulan Anggaran sebesar
Rp.3.116.998.338.000,- (Tiga triliun seratus
enam belas miliar sembilan ratus sembilan puluh
delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu
rupiah).

Rapat BURT,

Selasa, 28 Maret 2023
Agenda: Laporan Panja-
Panja BURT.
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1. Universitas Andalas, Akuntabilitas Keuangan Negara. BAKN DPR RI melakukan kunjungan
Padang, Sumatera kerja ke Provinsi Sumatera Barat,
Barat Kunjungan Kerja dilaksanakan selanjutnya melakukan pertemuan di
pada tanggal 20 s.d. 22 Maret Universitas Hasanuddin, Ujung
2023. Pandang, dalam rangka Penelaahan

BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI
terkait Penyertaan Modal Negara (PMN)
pada BUMN dan Lembaga lainnya.

Universitas Akuntabilitas Keuangan Negara. BAKN DPR RI melakukan kunjungan
Hasanuddin, Ujung kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan,
Pandang, Sulawesi Kunjungan Kerja dilaksanakan selanjutnya melakukan pertemuan di
Selatan pada tanggal 27 s.d. 29 Maret Universitas Hasanuddin, Ujung
2023. Pandang, dalam rangka Penelaahan

BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI
terkait Penyertaan Modal Negara (PMN)
pada BUMN dan Lembaga lainnya.

2. Pakar : Akuntabilitas Keuangan Negara. BAKN DPR RI melakukan Rapat Dengar
- CORE Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Faisal Basri RDPU dengan Pakar, dilaksanakan | dalam rangka Penelaahan BAKN DPR
- R. Nunung pada tanggal 29 Maret 2023 RI terhadap LHP BPK terkait
Nuryartono Pukul : 14.00 - 16.30 WIB. Penyertaan Modal Negara (PMN).

- Dr. Toto Pranoto

dkkkk
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